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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  10  TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 1983 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dari Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daiam Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b.
bahwa sehubungan dengan hai tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat
 : 
1.
Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019);

2.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentáng Pelaksanaan Undang​ undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 rahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan 

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menolak/ memberikan izin perkawinan dan perceraian.

3. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.​

Pasal 2

(1)
Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komponen masing‑masing kepada :

a. Sekretaris Jenderal;

b. Inspektur Jenderal;

c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;

d. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;

e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

f. Direktur jenderal Bina Pembangunan Daerah;

g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Direktur lenderal Administrasi Kependudukan;

i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;

j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;

k. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;

l. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.

(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pads ayat (1), untuk menolak/ memberikan izin perkawinan dan perceraian bag! Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pengatur Tk.I golongan ruang II/d kebawah.

(3)
Penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(4)
Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pads ayat (3) yang ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 1983 tentang Pendelegasian wewenang mengenai penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Pebruari 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARN0
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

TANGGAL
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : .....................................

Membaca
:
Surat tanggal ………………………………………….yang diajukan oleh :

1. Nama 




:

2. NIP/Nomor Identitas


:

3. Pangkat/golongan ruang

:


4. Jabatan/pekerjaan


:

5. Satuan organisasi


:

6. Agama/Kepercayaan terha​dap

Tuhan Yang Maha Esa

:

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan isteri/suaminya:

1.
Nama




:

2.
NIP/Nomor Identitas


:

3.
Pangkat/golongan ruang

:

4.
Jabatan/pekerjaan


:

5.
Satuan organisasi


:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap

Tuhan Yang Maha Esa

:

7.
Alamat




:

Menimbang
:
a.
bahwa alasan‑alasan dan bukti‑bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ............ tersebut untuk melakukan perceraian itu, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang periu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr…………….. tersebut.

Mengingat
:
1.
Undang‑Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);



2.
dan seterusnya ………………………………

Memperhatikan :
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 
:

PERTAMA
: Memberikan izin kepada :

1.
Nama





:

2.
NIP/Nomor Identitas



:

3.
Pangkat/golongan ruang



:

4.
Jabatan/pekerjaan



:

5.
Satuan organisasi



:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap


Tuhan Yang Maha Esa



:

untuk melakukan perceraian dengan isteri/suaminya.

1.
Nama





:

2.
NIP/Nomor Identitas



:

3.
Pangkat/golongan ruang



:

4.
Jabatan/pekerjaan



:

5.
Satuan organisasi



:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap

Tuhan Yang Maha Esa



:

7. 
Alamat





:

KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

KETIGA
:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

an. MENTERI DALAM NEGERI

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Tembusan:

1. …………………………………………………………………….;

2. dan seterusnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

TANGGAL
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membaca
:
Surat tanggal ………………………………………….. yang diajukan oleh :

1.
Nama



:

2.
NIP/Nomor Identitas

:

3.
Pangkat/golongan ruang

:

4.
Jabatan/pekerjaan

:

5.
Satuan organisasi

:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap

Tuhan Yang Maha Esa

:

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan isteri/suaminya:

1.
Nama



:

2.
NIP/Nomor Identitas

:

3.
Pangkat/golongan ruang

:

4.
Jabatan/pekerjaan

:

5.
Satuan organisasi

:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap


Tuhan Yang Maha Esa

:

7.
Alamat



:

Menimbang
:
a.
bahwa alasan‑alasan dan bukti‑bukti yang dikemukakan oleh Sdr ………… .. tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menolak permintaan izin perceraian yang diajukan oleh Sdr. ………………

c. dan seterusnya ……………………………..

Mengingat
:
1.
Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2.
dan seterusnya ……………………….

Memperhatikan :
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

PERTAMA
:
Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal ………………..,

Oleh:

1.
Nama



:

2.
NIP/Nomor Identitas

:

3.
Pangkat/golongan ruang
:

4.
Jabatan/pekerjaan

:

5.
Satuan organisasi

:

6.
Agama/Kepercayaan terha​dap 

Tuhan Yang Maha Esa
:


Untuk melakukan perceraian dengan isteri/suaminya.

1.
Nama


:





2.
NIP/Nomor Identitas

:

3.
Pangkat/golongan ruang
:

4.
Jabatan/pekerjaan

:

5.
Satuan organisasi

:

6.
Agama/Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa 
:

7.
Alamat


:

KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA
:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pads tanggal​

an.
MENTERI DALAM NEGERI

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

PANGKAT 

NIP.

Tembusan:
1 . ........................
2, dan seterusnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

